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 ISU  ATAU  PERMASALAHAN 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun anggaran 2020. Pemeriksaan 
dilaksanakan terhadap 27 kementerian/lembaga, 204 pemerintah daerah, 10 BUMN dan badan-badan lainnya 
terkait program PC-PEN.  
 

Hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan dengan nilai 
anggaran sebesar Rp2,94 triliun. Sejumlah 2.843 permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem 
pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait 
aspek keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pemeriksaan PC-PEN tahun 2020 tersebut, secara umum 
BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan pengkodean (kodefikasi) anggaran PC-PEN serta 
realisasinya, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, serta manajemen program dan kegiatan pandemi. 
 
Terkait hasil temuan tersebut, BPK merekomendasikan sejumlah hal yang harus ditindaklanjuti pemerintah yakni: 
(1) menetapkan sebuah  grand design rencana kerja satuan tugas Covid-19 yang jelas dan terukur; (2) menyusun 
identifikasi kebutuhan barang dan jasa; (3) memprioritaskan penggunaan anggaran PC-PEN; (4) menetapkan 
kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan perencanaan pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi 
alat kesehatan; (5) melakukan pengujian harga penawaran rekanan; (6) validasi data penerimaan bantuan; (7) 
menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir; dan (8) meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian, serta memproses indikasi kerugian negara sesuai peraturan perundang-
undangan. 
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